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BAB IV 

KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PENERAPANNYA 

 

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar,konvensi, aturan-aturan, dan 

praktik-praktik spesifik yang dipilih olehentitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan 

keuangan. Kebijakan akuntansi mencakup entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan, basis 

akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, dasar pengukuran dalam penyusunan 

laporan keuangan, dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam 

standar akuntansi pemerintahan. 

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan  

Dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah ada 2 entitas penyelenggara yaitu entitas 

akuntansi dan entitas pelaporan keuangan. 

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran, pengguna barang dan 

oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk 

digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas Akuntansi pada Pemerintahan Aceh adalah Satuan 

Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang berada di lingkup Pemerintah Aceh. 

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas 

akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 

Pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2016, sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Aceh  memberi wewenang 

kepada Dinas Keuangan Aceh sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Aceh (SKPKA) selaku 

Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh (PPKA) untuk mengelola administrasi keuangan 

Pemerintah Aceh beserta pelaporan keuangannya. 

Dalam upaya untuk meningkatkan akurasi dan validitas laporan keuangan yang disusun 

oleh setiap SKPA sebagai entitas akuntansi, maka SKPKA selain berfungsi sebagai entitas 

akuntansi juga bertindak sebagai PPKA selaku entitas pelaporan yang menyelenggarakan 

akuntansi dan pelaporan keuangan untuk masing-masing SKPA. Secara periodik, SKPKA 

melakukan rekonsiliasi dengan setiap SKPA atas laporan keuangan SKPA. Agar hasil 

rekonsiliasi yang kemudian disusun sebagai laporan keuangan dapat memenuhi standar sesuai 

ketentuan yang berlaku, maka pedoman teknis yang mengatur akuntansi serta laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBA Pemerintah Aceh khususnya tahun anggaran 2016 

telah diatur pada lampiran Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2013 tentang 

Sistem dan Prosedur Keuangan Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 Tahun 2014 

tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Aceh. 

Laporan Keuangan Pemerintah Aceh menyediakan informasi yang relevan mengenai 

posisi keuangan, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, perubahan 

ekuitas, neraca, arus kas, dan kinerja keuangan selama periode pelaporan. Laporan keuangan 

tersebut merupakan kompilasi dari seluruh laporan keuangan SKPA, yang tidak hanya 

mencakup aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi, baik Badan, Dinas, Kantor dan 

Biro, namun juga dilengkapi data dari unit-unit yang terkait. 

Laporan keuangan yang dihasilkan sebagai dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan 

Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, 
Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.   
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4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan ini adalah basis akrual 

(accrual basis) yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa itu 

terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Namun, dalam hal 

anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka Laporan Realiasi Anggaran 

disusun berdasarkan basis kas. 

4.3 Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan 

suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang 

melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan, 

sebagaimana termuat pada Laporan Keuangan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan 

jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa 

terkait. 

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah 

Aceh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal. 

Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di 

muka diakui ketika hak atau klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi 

lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur 

atau diestimasi. 

Aset dalam bentuk kas yang diperoleh Pemerintah Aceh antara lain bersumber dari 

pajak, retribusi, hasil pemanfaatan kekayaan, transfer, dan setoran lain-lain, serta penerimaan 

pembiayaan. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya 

dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan. 

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut: 

a. Berwujud; 

b. Mempunyaimasa manfaat lebih dari 12 bulan; 

c. Biayaperolehan aset dapat diukur secara andal; 

d. Tidakdimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;  

e. Tidakdimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga; 

f. Diperolehatau dibangun dengan maksud untuk digunakan;  

g. Merupakanobjek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan 

h. Nilairupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut 

memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.  

Pengakuan Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya 

ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada 

sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat 

diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat 

kewajiban timbul. 

Pelaporan keuangan untuk tujuan umum harus menyajikan kewajiban yang diakui jika 

besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah 

dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas 

kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. 

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan 

dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs 

tengah bank sentral pada tanggal neraca. 

Pengakuan Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut 
atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. 
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Pengakuan Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum 

Aceh  

Pengakuan Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau 

terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa 

Pengakuan Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum 

Aceh atau entitas pelaporan.Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran 

pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh 

unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban 

atau pada saat diperoleh manfaat. 

Pengakuan Investasi diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 

(a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan 

datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Aceh; atau 

(b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable). 

Pengukuran Unsur Laporan Keuangan 

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan 

setiap pos dalam laporan keuangan Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan 

nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai 

wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar 

nilai nominal.Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang 

rupiah.Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan 

dinyatakan dalam mata uang rupiah. 

Keandalan Pengukuran, kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang 

akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya 

pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya 

dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian 

diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Penundaan pengakuan suatu pos atau 

peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak 

terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang 

Pengukuran Aset adalah sebagai berikut: 

a) Kas dicatat sebesar nilai nominal; 

b) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan; 

c) Piutang dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat 

direalisasikan (net realizable value) 
d) Persediaan dicatat sebesar: 

(1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian; 

(2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; 

(3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti persediaan hewan dan 

tanaman yang dikembangbiakan. 

Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan 

lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. 

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan.Apabila penilaian aset tetap dengan 

menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai 

wajar pada saat perolehan. 

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan 

sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut Asest Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, 
buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan 

penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.  
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Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang 

rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal 

neraca. 

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi 

akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka 

aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan ekuitas. 

Pengukuran Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.Kewajiban dalam mata uang asing 

dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan 

kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. 

Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah Aceh pada 

saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang 

pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian 

dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, 

diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.Penggunaan nilai 

nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.  

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi 

tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya.Terdapat dua arus timbal 

balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan 

pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji 

untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan. 

Kejadian yang diakui Pemerintah Aceh adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan 

pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah 

Aceh karena pemerintah Aceh memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah 

Aceh mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, 

Pemerintah Aceh sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang 

sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul 

dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non pemerintah Aceh dan bencana alam, 

pada akhirnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh. Namun biaya-biaya tersebut belum 

dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah Aceh secara formal mengakuinya 

sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah Aceh atas biaya yang timbul sehubungan dengan 

kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran. 

Pengukuran investasijangka pendek dalam bentuk surat berharga, dicatat sebesar biaya 

perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah 

komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan 

tersebut. 

Pengukuran investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan 

modal Pemerintah Aceh, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi 

itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. 

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai 

investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi 

tersebut jika harga perolehannya tidak ada. 

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan 

menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi. 

Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure) 
Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh 

pengguna.Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan 
pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan. 
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4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang  Ada dalam Standar 

Akuntansi Pemerintah  

AkuntansiKasdanSetaraKas 

Definisi: 

- Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk 

membiayai kegiatan Pemerintah Aceh yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan 

menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas meliputi seluruh 

uang yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca, serta saldo 

simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan 

pembayaran. 

- Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi 

kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Investasi disebut setara kas 

apabila investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari 

tanggal perolehannya. 

 

Klasifikasi: 

- Kas dan Setara Kas diklasifikasikan sebagai berikut: 
 

KodeReken

ing 
UraianAkun 

Kewenangan 

SKPA PPKA 

1.1.1 KasdanSetaraKas    

1.1.1.01 Kas di Kas Daerah Kas di Kas Daerah - √ 

  PotonganPajakdanLainnya - √ 

  KasTransitoris - √ 

  KasLainnya - √ 

1.1.1.02 Kas  di 

BendaharaPenerimaan 

Pendapatan Yang 

BelumDisetorkeRekeningKasUmum 

Aceh 

√ - 

  UangTitipan √ - 

1.1.1.03 Kas  di 

BendaharaPengeluaran 

SisaPengisianKas UP/GU/TU √ - 

  Pajak di SKPA yang BelumDisetor √ - 

  UangTitipan √ - 

1.1.1.04 Kas  di BLUD KasTunai BLUD √ - 

  Kas di Bank BLUD √ - 

  Pajak yang BelumDisetor BLUD  √ - 

  UangMukaPasien RSUD/BLUD √ - 

  UangTitipan BLUD √ - 

1.1.1.05 KasLainnya KasLainnya √ - 

1.1.1.06 SetaraKas Deposito (kurangdari 3 bulan)  √  √ 

  Surat Utang Negara /Obligasi (kurangdari 

3 bulan) 

- √ 

 

- Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab BUA terdiri dari: 

a.  SaldorekeningKasUmum Aceh, yaitusaldorekeningpada bank yang 

ditetapkanolehGubernuruntukmenampungpenerimaandanpengeluaran. 

b.  Setarakas, antara lain berupasuratutangnegara (SUN)/obligasidandepositokurangdari 3 
bulan, yang dikelolaoleh BUA. 
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Pengukuran: 

- Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.  

- Kas dalam bentuk valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank 

sentral pada tanggal neraca. 

 

Penyajian dan Pengungkapan: 

- Kas dan Setara Kas disajikan dalam Laporan Arus Kas dan dalam neraca sebagai bagian dari 

aset lancar sesuai klasifikasi kas dan setara kas.  

- Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan 

karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan 

bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas. 

AkuntansiPiutang 

Definisi: 

- Piutang adalah hak Pemerintah Aceh untuk menerima pembayaran dari entitas lain 

termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh. 

- Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak 

dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi 

dan/atau entitas lain. 

Klasifikasi: 

- Piutang diklasifikasi sebagai berikut : 

KodeReken

ing 
UraianAkun 

Kewenangan 

SKPA PPKA 

1.1.3 PiutangPendapatan PiutangPajak Aceh √* √ 

PiutangRetribusi √ - 

PiutangHasilPengelolaanKekayaan Aceh yang 

Dipisahkan 

√ - 

Piutang Lain-lain PAA yang Sah √ - 

Piutang Transfer PemerintahPusat - Dana 

Perimbangan 

- √ 

PiutangPendapatanLainnya - √ 

     

1.1.4 PiutangLainnya BagianLancarTagihanJangkaPanjang - √ 

BagianLancarTagihanPinjamanJangkaPanjangk

epadaEntitasLainnya 

- √ 

BagianLancarTagihanPenjualanAngsuran √ * √ 

BagianLancarTuntutanGantiKerugian Daerah - √ 

UangMuka  √ 

     

1.1.5 PenyisihanPiutang PenyisihanPiutangPendapatan √ - 

PenyisihanPiutangLainnya √ - 

     

1.1.6 Beban Dibayardimuka Beban PegawaiDibayardimuka √ - 

Beban BarangDibayardimuka √ - 

Beban JasaDibayardimuka √ - 

Beban PemeliharaanDibayardimuka √ - 

Beban Lainnya √ - 

- Piutang Pemerintah Aceh dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang 

dibagi atas: 
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a. Pungutan 

Piutang yang timbuldariperistiwapungutan, terdiriatas: 

1) PiutangPajak Aceh; 

2) PiutangRetribusi Aceh; 

3) PiutangPendapatanAsli Aceh Lainnya. 

b.   Perikatan 

Piutang yang timbuldariperistiwaperikatan, terdiriatas: 

1) PemberianPinjaman; 

2) Penjualan; 

3) Kemitraan; 

4) Pemberianfasilitas; 

5) TransaksiDibayarDimuka. 

c.    Transfer antarPemerintahan 

Piutang yang timbuldariperistiwa transfer antarpemerintahan, terdiriatas: 

1) Piutang Dana BagiHasil; 

2) Piutang Dana AlokasiUmum; 

3) Piutang Dana AlokasiKhusus; 

4) Piutang Dana OtonomiKhusus; 

5) Piutang Transfer Lainnya; 

6) PiutangKelebihan Transfer. 

d.   TuntutanGantiKerugian 

Piutang yang timbuldariperistiwatuntutangantikerugian, terdiriatas: 

1) Piutang yang 

timbulakibatTuntutanGantiKerugianterhadapPegawaiNegeriBukanBendahara; 

2) Piutang yang timbulakibatTuntutanGantiKerugianterhadapBendahara. 

e.   TransaksiDibayarDimuka 

DalamhalterdapatperikatanantaraPemerintah Aceh denganpihakketiga, 

yaitupenyediaanjasa yang terkaitdengankinerja yang 

disepakatiuntuksuatuperiodewaktutertentu, dimanaPemerintah Aceh 

harusmelakukanpembayaranlebihdahulutetapiprestasinyapadaakhirperiodepelaporan

belumdiserahkan,  makaselisihpembayaran  yang  

belumdiserahkanprestasinyatersebutpadaakhirperiodepelaporandapatdiakuisebagaiha

kmenagihdenganakunBiayaDibayarDimuka. 

Pengakuan: 

- Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari 

pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai 

piutang dan dicatat sebagai aset di neraca. 

- Piutang diakui pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang, yaitu dengan 

dokumen surat ketetapan tentang piutang atau dokumen yang dipersamakan dengan surat 

ketetapan tentang piutang dan/atau dokumen surat penagihan yang sudah diterbitkan 

tetapi belum dilunasi. 

- Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan 

bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan 

bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK 

Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan 
tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan 

bersedia mengganti kerugian tersebut.  Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut 
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dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat 

ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang. 

Pengukuran: 

- Piutang dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat 

direalisasikan (net realizable value). 
- Piutang dalam bentuk mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah 

menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. 

- Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Nilai 

bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan 

penyisihan piutang. 

- Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran 

tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan 

jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Aceh. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal 

pelaporan. 

- Persentase penyisihan piutang berdasarkan jenis dan umur piutang sebagai berikut: 
 

No. JenisPiutang 

Kualitas/UmurPiutang 

Lancar 

( 0,5% ) 

KurangLancar 

( 10% ) 

Diragukan 

( 50% ) 

Macet 

(100%) 

1 PiutangPajak (self assessment) < 1 Thn ≥ 1 s.d 2 Thn > 2 s.d 5 Thn > 5 Thn 

2 PiutangPajak (official assessment) < 1 Thn ≥ 1 s.d 2 Thn > 2 s.d 5 Thn > 5 Thn 

3 
PiutangBukanPajakKhususUntukObjekR

etribusi 
< 1bulan ≥ 1 s.d 3 bulan > 3 s.d 12 bulan > 12 bulan 

4 PiutangBukanPajakSelainRetribusi 

Belumdilakukan

pelunasansampa

itanggaljatuh 

tempo 

1 

bulanterhitungs

ejaksurattagihan

pertama 

1 

bulanterhitungs

ejaksurattagihan

kedua 

1 

bulanterhitung

sejaksurattagih

anketiga 

- Penyisihan piutang tidak tertagih dihitung menurut persentase masing-masing kualitas 

piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan. 

- Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Nilai 

penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir 

periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. 

Penyajian dan Pengungkapan: 

- Piutang disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi piutang. 

Piutang yang telah dihapusbukukan tetap harus dipelihara pencatatannya secara 

ekstracomptabel. 

AkuntansiPersediaan 

Definisi: 

- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan 

untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Aceh, dan barang-barang yang 

dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada 
masyarakat. 

Klasifikasi: 
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- Persediaan diklasifikasikan sebagai berikut: 

KodeReken

ing UraianAkun 
Kewenangan 

SKPA PPKA 

1.1.7 Persediaan    

1.1.7.01 PersediaanBahanPakai

Habis 

PersediaanBarang ATK √ - 

PersediaanDokumen/Adm. Tender √ - 

PersediaanAlatListrikdanElektronik √ - 

PersediaanPerangko, Materaidan Benda 

PosLainnya 

√ - 

PersediaanPeralatanKebersihandanBahan

Pembersih 

√ - 

PersediaanBahan Bakar Minyak/Gas √ - 

Persediaan Isi 

TabungPemadamKebakaran 

√ - 

Persediaan Isi Tabung Gas  √ - 

Dst… √ - 

1.1.7.02 PersediaanBarang/ 

Material 

PersediaanBahan Baku Bangunan. √ - 

PersediaanBahan/BibitTanaman √ - 

PersediaanBibitTernak √ - 

Persediaanbahanobat-obatan √ - 

Persediaanbahankimia √ - 

Persediaanbahanmakananpokok. √ - 

Dst… √ - 

1.1.7.03 PersediaanBarangLain

nya 

Persediaanbarang yang 

akandiberikankepadapihakketiga 

√ - 

Dst… √ - 

- Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk 

digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai 

seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. 

- Dalam suatu transaksi keuangan dimana pengeluaran yang dilakukan pemerintah 

ditujukan untuk tujuan cadangan strategis/berjaga-jaga, barang-barang yang diperoleh 

diakui sebagai persediaan. Sebagai contoh pemerintah membeli bahan bakar minyak 

sebagai cadangan energi dan membeli beras untuk cadangan pangan. Begitu juga dengan 

hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya sapi, kuda, 

ikan, benih padi dan bibit tanaman. 

- Persediaan dapat terdiri dari: 

a. Barang konsumsi; 

b. Amunisi; 

c. Bahan untuk pemeliharaan; 

d. Suku cadang; 

e. Persediaan untuk tujuan strategis/tujuan berjaga-jaga; 

f. Pita cukai dan leges; 

g. Bahan baku; 

h. Barang dalam proses/setengah jadi; 

i. Tanah/bangunan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat; dan 

j. Hewan dan tanaman untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat. 

 
Pengakuan: 
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- Persediaan diakui pada saat: 
a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Aceh dan mempunyai nilai 

atau biaya yang dapat diukur dengan andal;  
b.  Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. 

- Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan 
pada akun konstruksi dalam pengerjaan, tidak diakui sebagai persediaan. 

- Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak diakui sebagai persediaan dalam neraca, 
tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

Pengakuan Beban Persediaan: 
- Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional. 
- Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of goods). 
- Terdapat dua pendekatan Pengakuan Beban Persediaan, yaitu: 

 
a. Pendekatan aset  

Beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan 
aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk 
selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga, antara lain adalah 
persediaan obat di rumah sakit, persediaan di sekretariat SKPA. 

b.   Pendekatan beban. 
Beban persediaan diakui pada saat setiap pembelian persediaan. Pendekatan beban 
digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu 
yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode, antara lain adalah 
persediaan untuk suatu kegiatan. 

Selisih Persediaan: 
- Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik, 

sering terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut pengurus barang atau 
catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock opname. Selisih 
persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. 

- Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih 
persediaan ini diperlakukan sebagai beban. 

- Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih 
persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah. 

Pengukuran: 
- Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya 

penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan 
persediaan. Potongan harga/rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. 

- Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang  terkait dengan persediaan 
yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan 
ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran. 

Penyajian dan Pengungkapan: 
- Persediaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi 

persediaan.  
- Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan 

persediaan adalah: 
a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan; 

b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan 

dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses 

produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan 



 

Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2016(Audited) 
 

 

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PENERAPANNYA | CatatanatasLaporanKeuangan 50 
 

barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau 

diserahkan kepada masyarakat; dan 

c.    Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang. 

Akuntansi Investasi 

Definisi: 

- Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti 

bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan 

Pemerintah Aceh dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan 

instrumen yang dapat digunakan oleh Pemerintah Aceh untuk memanfaatkan surplus 

anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana 

yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. 

Klasifikasi: 

- Investasi diklasifikasikan sebagai berikut: 

KodeReken

ing UraianAkun 
Kewenangan 

SKPA PPKA 

1.1.2 InvestasiJangkaPen

dek 

InvestasidalamSaham - √ 

InvestasidalamDeposito - √ 

Investasidalam  SUN - √ 

Investasidalam SBI - √ 

Investasidalam SPN - √ 

InvestasiJangkaPendek BLUD - √ 

InvestasiJangkaPendekLainnya - √ 

1.2.1 InvestasiJangkaPanj

ang Non Permanen 

InvestasikepadaBadan Usaha Milik Negara - √ 

InvestasikepadaBadan Usaha Milik   Daerah - √ 

InvestasikepadaBadan Usaha MilikSwasta - √ 

InvestasidalamObligasi - √ 

InvestasidalamProyek Pembangunan - √ 

Dana Bergulir - √ 

DepositoJangkaPanjang - √ 

1.2.2 InvestasiJangkaPanj

angPermanen 

Penyertaan Modal Kepada BUMN  

- 

√ 

Penyertaan Modal Kepada BUMD - √ 

Penyertaan Modal KepadaBadan Usaha 

MilikSwasta 

- √ 

InvestasiPermanenLainnya - √ 

- Investasi diklasifikasikan berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan 

investasi jangka panjang. 

a. InvestasiJangkaPendek 

Investasijangkapendekmerupakaninvestasi yang 

memilikikarakteristikdapatsegeradiperjualbelikan/dicairkandalamwaktu 3 

bulansampaidengan 12 

bulan.InvestasijangkapendekbiasanyadigunakanuntuktujuanmanajemenkasdimanaPem

erintah Aceh dapatmenjualinvestasitersebutjikamunculkebutuhanakankas. 

Investasijangkapendekbiasanyaberesikorendah.InvestasiJangkaPendekberbedadengan
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KasdanSetaraKas.SuatuinvestasimasukklasifikasiKasdanSetaraKasjikainvestasidimaksud

mempunyai masa jatuh tempo kurangdari 3 bulandaritanggalperolehannya. 

b. InvestasiJangkaPanjang 

Investasijangkapanjangmerupakaninvestasi yang 

pencairannyamemilikijangkawaktulebihdari 12 

bulan.Investasijangkapanjangdibagimenurutsifatnya, yaitu: 

1) InvestasiJangkaPanjang Non Permanen 

Investasijangkapanjang non permanenmerupakaninvestasijangkapanjang yang 

dimaksudkanuntukdimilikisecaratidakberkelanjutanatausuatuwaktuakandijualatau

ditarikkembali. 

2) InvestasiJangkaPanjangPermanen 

Investasijangkapanjangpermanenmerupakaninvestasijangkapanjang yang 

dimaksudkanuntukdimilikisecaraberkelanjutanatautidakuntukdiperjualbelikanatau

ditarikkembali. 

Pengakuan: 

- Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya apabila memenuhi kriteria 

sebagai berikut: 

a. MemungkinkanPemerintah Aceh 

memperolehmanfaatekonomisdanmanfaatsosialataujasapotensial di masa depan; atau 

b. Nilaiperolehanataunilaiwajarinvestasidapatdiukursecaramemadai/andal(reliable). 

Pengukuran: 

- Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi, 

dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya 

tidak ada.  

- Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam 

rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada 

tanggal transaksi. 

Penyajian dan Pengungkapan: 

- Investasi jangka pendek disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai 

klasifikasi investasi. 

- Investasi jangka panjang disajikan dalam neraca sebagai bagian dari investasi jangka 

panjang yang kemudian dibagi ke dalam investasi nonpermanen dan investasi permanen 

sesuai klasifikasi investasi. 

Akuntansi Dana Bergulir 

Definisi: 

- Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada 

masyarakat yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. 

Klasifikasi: 

- Dana Bergulir yang disisihkan Pemerintah Aceh dalam rangka pelayanan masyarakat, 

dimasukkan dalam kelompok investasi jangka panjang non permanen. 

- Alokasi anggaran untuk Dana Bergulir dimasukkan sebagai Pengeluaran Pembiayaan 

pada DPA-PPKA, dan aset yang diperoleh dari Pengeluaran Pembiayaan tersebut 

merupakan bagian dari investasi jangka panjang non permanen. Penagihan kembali 
dana bergulir dimasukkan sebagai Penerimaan Pembiayaan, apabila dimaksudkan 

akan digulirkan kembali. 
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Pengakuan: 

- Realisasi pengeluaran untuk dana bergulir dicatat jika telah terjadi pengeluaran definitif 

dari Rekening Kas Umum Aceh yang ditandai dengan dikeluarkannya SP2D. 

- Dana Bergulir disalurkan oleh Pemerintah Aceh kepada masyarakat dan dikembalikan 

kepada Pemerintah Aceh untuk selanjutnya digulirkan kembali kepada masyarakat. Dana 

Bergulir dialokasikan pada pos Pengeluaran Pembiayaan dan penagihannya pada pos 

Penerimaan Pembiayaan. Dana tersebut dilaporkan sebagai Investasi Dana Bergulir pada 

neraca Pemerintah Aceh. 

- Apabila dana yang disalurkan kepada masyarakat melalui SKPA dan menggunakan 

nomenklatur “Dana Bergulir”, namun secara substansi dana tersebut tidak memenuhi 

karakteristik dana bergulir, maka pada neraca tidak dapat dikategorikan sebagai Investasi 

Dana Bergulir. 

- Pengembalian dana kepada pengelola dana bergulir dapat dilakukan dengan cicilan atau 

pengembalian sekaligus. 

- Dana bergulir yang ditarik dari masyarakat dapat terdiri dari dua unsur yaitu dana yang 

berasal dari pinjaman pokok dan pendapatan berupa bunga atau bagi hasil.  

- Besaran cicilan pokok yang dibayar oleh masyarakat adalah sebesar pinjaman dana yang 

diterima dengan memperhitungkan jangka waktu pengembalian. 

Pengukuran: 

- Pemerintah Aceh mencatat adanya perolehan aset berupa dana bergulir sebesar perolehan 

atau pengeluaran pembiayaan. 

- Pemerintah Aceh secara periodik harus melakukan penyesuaian terhadap dana bergulir 

sehingga nilai dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang 

dapat direalisasikan (net realizable value).  

- Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat 

tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih.  

- Dana bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar-benar sudah tidak 

tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku. 

Penyajian dan Pengungkapan: 

- Dana Bergulir disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi dana 

bergulir. 

- Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan 

dengan mengurangkan perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang 

dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari 

pendapatan dana bergulir 

- Pendapatan hasil dari pengelolaan dana bergulir yang diterima oleh Pemerintah Aceh 

disajikan sebagai Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LO dan Lain-Lain Pendapatan Yang 

Sah-LRA. 

Akuntansi Aset Tetap 

Definisi: 

- Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk 

digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Aceh atau 

dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 
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Klasifikasi: 

- Aset Tetap diklasifikasikan sebagai berikut: 

Kode   

Rekening 
Uraian Akun 

Kewenangan 

SKPA PPKA 

1.3.1 Tanah Tanah Perkempungan √ - 

Tanah Pertanian √ - 

  Tanah Perkebunan √ - 

  Dst… √ - 

1.3.2 Peralatan dan mesin 

 

Alat-alat Besar Darat √ - 

Alat-alat Besar Apung √ - 

Alat-alat Bantu  √ - 

  Dst… √ - 

1.3.3 Gedung dan 

Bangunan 

Bangunan Gedung Tempat Kerja √ - 

Bangunan Gedung Tempat Tinggal  √ - 

Bangunan Menara √ - 

Dst… √ - 

1.3.4 Jalan, Irigasi dan 

Jaringan 

Jalan √ - 

Jembatan √ - 

Bangunan Air Irigasi √ - 

Dst… √ - 

1.3.5 Aset Tetap Lainnya Buku √ - 

Terbitan √ - 

Barang-barang Perpustakaan √ - 

Dst… √ - 

1.3.6 Konstruksi Dalam 

Pengerjaan 

Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung √ - 

Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan √ - 

Dst… √ - 

1.3.7 Akumulasi 

Penyusutan 

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin √ - 

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan √ - 

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan √ - 

Dst… √ - 

- Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud 

untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. 

Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, 

bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. 

- Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, 

inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan dalam kondisi siap 

pakai.  

- Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan 

maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap 
dipakai. 
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- Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh 

Pemerintah Aceh serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Aceh dan dalam 

kondisi siap dipakai. 

- Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam 

kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional 

Pemerintah Aceh dan dalam kondisi siap dipakai. 

- Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku 

dan non buku, barang bercorak kesenian/ kebudayaan/olahraga, hewan, ikan, dan 

tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu 

biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor 

yang bukan miliknya. 

- Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses 

pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. 

- Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Aceh tidak 

memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan pada pos aset lainnya sesuai dengan nilai 

tercatat. 

- Penyusutan merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan 

(depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. 

Pengakuan: 

- Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya 

dapat diukur dengan handal. 

- Apabila Aset Tetap berasal dari pembelian/penggadaan (APBA) maka pengakuan aset 

tersebut diakui pada saat SP2D telah diterbitkan dan telah ada berita acara serah terima. 

- Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan 

masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang 

masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi 

berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa 

penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan 

penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya. 

Tanah: 

- Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya.  

- Tanah yang diperoleh melalui pembelian dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan 

kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.  

- Tanah yang digunakan/dipakai oleh instansi Pemerintah Aceh yang berstatus tanah wakaf 

tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Aceh, 

melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan 

(CaLK). 

Peralatan dan Mesin: 

- Peralatan dan mesin dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, pertukaran aset, 

hibah/donasi, dan lainnya.  

- Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui pembelian dan pembangunan dilakukan 

melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.  

- Pengakuan Peralatan dan Mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa 

hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara 

serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti 

kepemilikan kendaraan. 
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Gedung dan Bangunan: 

- Gedung dan Bangunan dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, pertukaran aset, 

hibah/donasi dan lainnya.  

- Gedung dan Bangunan yang diperoleh melalui pembelian dan pembangunan dilakukan 

melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal. 

- Perolehan Gedung dan Bangunan pada umumnya dilakukan dengan membangun sendiri 

(swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi. 

- Gedung dan Bangunan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung 

dan bangunan yang ada diatasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud 

dimasukkan dalam kelompok tanah. 

Jalan, Irigasi dan Jaringan: 

- Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, 

hibah/donasi, dan lainnya. 

- Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan 

yang dianggarkan dalam belanja modal. 

- Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik 

membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi. 

- Jalan, Irigasi dan Jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau 

diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah 

siap dipakai. 

- Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan 

Jalan, irigasi dan Jaringan yang ada diatasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan 

dimaksud dimasukkan dalam kelompok tanah. 

Aset Tetap Lainnya: 

- Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap-Renovasi, pada umumnya diperoleh melalui 

pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi.  

- Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui pembelian dilakukan melalui mekanisme 

pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal. 

- Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan 

hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai. 

Pengukuran: 

- Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan 

menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan 

pada nilai wajar pada saat perolehan. 

Komponen biaya perolehan Aset Tetap adalah sebagai berikut: 

Jenis Aset Tetap Komponen Biaya Perolehan 

Tanah  Biaya perolehan tanah meliputi biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam 

rangka memperoleh hak seperti biaya perolehan sertifikat, biaya pematangan, 

pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap 

pakai. 

 Perolehantanah yang dilakukanoleh panitia pengadaan, termasuk dalam harga perolehan 

tanah tersebut adalah honor panitia 

pengadaan/pembebasantanah,belanjabarangdanbelanjaperjalanandinasdalamrangka 

perolehan tanahtersebut. 
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Jenis Aset Tetap Komponen Biaya Perolehan 

Peralatan dan Mesin Biaya perolehan peralatan dan mesin meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya 

instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai 

peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. 

 

Gedung dan Bangunan  Biaya perolehan gedung dan bangunan melalui swakelola meliputi biaya langsung untuk 

tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langung termasuk perencanan, pengawasan, 

perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya  seperti biaya 

pengurusan IMB, notaris, dan pajak. 

 Biaya perolehan gedung dan bangunan melalui kontrak kontruksi meliputi nilai kontak, 

biaya perencanaan, pengawasan, perizinan, jasa konsultan dan pajak. 

 

Jalan, Irigasi dan Jaringan. Biayaperolehan atau biaya konstruksi jalan irigasi dan jaringan meliputi nilai kontrak, biaya 

perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya konsultan, biaya pembongkaran diatas 

tanah yang diperuntukkan untuk pembangunan jalan dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan 

sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. 

Aset Tetap Lainnya  Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap 

Renovasi, meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak 

langsung termasuk biaya perencanaan, pengawasan, sewa peralatan, biaya perizinan, jasa 

konsultan dan pajak. 

 Biaya Perolehan Aset Tetap Lainnya melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya 

perencanaan,pengawasan, biaya perizinan dan pajak. 

 

Tanah: 

- Pengukuran aset tetap harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi 

aset tetap. Aset tetap berupa tanah, seluruh nilai perolehannya dikapitalisasi sebagai nilai 

tanah. 

- Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada 

tanah yang dibeli tersebut.  

- Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status 

tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.  

- Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan 

pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah. 

Peralatan dan Mesin: 

- Pengukuran Peralatan dan Mesin harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum 

kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin. 

- Untuk keperluan penyusunan neraca awal, nilai wajar untuk peralatan dan mesin adalah 

harga perolehan jika peralatan dan mesin tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal 

neraca awal atau membandingkannya dengan harga pasar peralatan dan mesin sejenis dan 

dalam kondisi yang sama. Apabila harga pasar tidak tersedia maka digunakan nilai dari 

perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten (appraisal) dengan 

memperhitungkan faktor penyusutan. Jika hal tersebut terlalu mahal biayanya dan 

memakan waktu lama karena tingkat kerumitan perhitungan yang tinggi maka dapat 

dipakai standar harga yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan memakai perhitungan 

teknis. 

Gedung dan Bangunan: 

- Pengukuran Gedung dan Bangunan harus memperhatikan ketentuan nilai satuan 

minimum kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan. 

Jalan, Irigasi dan Jaringan: 

- Pengukuran Jalan, Irigasi dan Jaringan harus memperhatikan ketentuan nilai satuan 
minimum kapitalisasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan. 
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Aset Tetap Lainnya: 

- Pengukuran Aset Tetap Lainnya harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum 

kapitalisasi aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya berupa buku dan perpustakaan serta 

hewan/ternak dan tumbuhan tidak dikapitalisasi. 

Konstruksi Dalam Pengerjaan: 

- Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode 

tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan 

sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. 

Perolehan Secara Gabungan: 

- Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan 

dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar 

masing-masing aset yang bersangkutan. 

Pertukaran Aset: 

- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap 

yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai 

wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah 

disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang 

ditransfer/diserahkan. 

- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang 

memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga 

dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan 

tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset 

yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas. 

Aset Donasi: 

- Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada 

saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional. 

Pengeluaran Setelah Perolehan: 

- Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat 

atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam 

bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan 

pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. 

- Penimbunan tanah yang dilakukan setelah tanah siap digunakan dan sudah dibangun 

gedung diatas tanah tersebut serta tidak menambah manfaat ekonomi tanah, maka 

penimbunan dimaksud tidak menambah nilai tercatat aset tetap tanah yang bersangkutan. 

- Pembangunan area parkir di atas tanah dan penimbunan tanah yang dimaksudkan untuk 

pembuatan taman tidak menambah nilai tercatat aset tetap tanah yang bersangkutan, 

melainkan menambah nilai aset tetap gedung dan bangunan. 

Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal: 

- Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi 

penyusutan.  

- Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan 

disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas. 

Penyusutan: 

- Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset 
tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. 
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- Metode penyusutan aset tetap yang dipergunakan oleh Pemerintah Aceh adalah metode 

garis lurus (straight line method). 
- Aset Tetap yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya atau bahkan bertambah nilainya 

tidak perlu dilakukan penyusutan, yaitu aset tetap tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. 

- Perhitungan penyusutan aset tetap dimulai pada awal tahun berikutnya setelah tahun 

perolehan.  

- Dalam penyusunan neraca Pemerintah Aceh, perhitungan penyusutan aset tetap dapat 

dilaksanakan secara bertahap menurut jenis aset tetap. Apabila terjadi kondisi yang 

memungkinkan penilaian kembali aset tetap, maka penyusutan disajikan dengan 

penyesuaian pada akun akumukasi penyusutan aset tetap. 

- Aset Tetap tidak diketahui tahun perolehannya, misalnya dikarenakan aset tetap tersebut 

merupakan aset lama yang baru terdata dan tercatat pada buku inventaris barang, maka 

belum dapat diperhitungkan penyusutannya namun harus diungkapkan di dalam CaLK. 

Aset Bersejarah: 

- Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang 

dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa 

nilai. 

- Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam 

laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut 

termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut 

dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan. 

Penghentian dan Pelepasan: 

- Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen 

dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. 

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan 

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

- Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Aceh tidak memenuhi 

definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai 

tercatatnya. 

Penyajian dan Pengungkapan: 

- Aset Tetap disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset tetap. 

- Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai 

berikut: 

a.   Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount); 
b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan,         

(1)Penambahan, (2) Pelepasan, (3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada, 

(4) Mutasi aset tetap lainnya. 

c. Informasi penyusutan, meliputi: (1) Nilai penyusutan, (2) Metode penyusutan yang 

digunakan, (3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, (4) Nilai tercatat 

bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. 

d. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan: (1) Eksistensi dan batasan hak milik atas 

aset tetap, (2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap, 

(3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi, (4) Jumlah komitmen 

untuk akuisisi aset tetap. 

e. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi    

aset dimaksud. 
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Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan 

Definisi: 

- Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses 

pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. 

Klasifikasi: 

- Konstruksi Dalam Pengerjaan diklasifikasikan sebagai berikut: 
 

KodeReken

ing 
UraianAkun 

Kewenangan 

SKPA PPKA 

1.3.6 KonstruksiDalamPen

gerjaan 

KonstruksiDalamPengerjaanPeralatandanMesin √ - 

KonstruksiDalamPengerjaanGedungdanBangunan. √ - 

KonstruksiDalamPengerjaanJalan, IrigasidanJaringan √ - 

Dst… √ - 

- Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, 

jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau 

pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat 

akhir tahun anggaran. 

Pengakuan: 

- Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika: 

a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan 

aset tersebut akan diperoleh; 

b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan 

c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. 

- Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika 

memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan 

b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan; 

Pengukuran: 

- Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan, yaitu dicatat senilai seluruh 

biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam 

pengerjaan yang belum selesai dibangun. Untuk keperluan neraca awal, dokumen sumber 

untuk mencatat nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan ini adalah akumulasi seluruh nilai 

SP2D yang telah dikeluarkan untuk aset tetap yang bersangkutan sampai dengan tanggal 

neraca. 

- Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi: 

a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi; 

b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke 

konstruksi tersebut; dan 

c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan. 

- Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain 

meliputi: 

a. biaya pekerja lapangan termasuk penyedia; 

b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi; 

c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan 
konstruksi; 
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d. biaya penyewaan sarana dan peralatan; 

e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan 

konstruksi. 

- Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat 

dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi: 

a. asuransi; 

b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan 

konstruksi tertentu; 

c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang 

bersangkutan seperti biaya inspeksi. 

- Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi: 

a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat 

penyelesaian pekerjaan; 

b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan 

yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; 

c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan 

pelaksanaan kontrak konstruksi. 

- Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa 

konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat 

diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal. 

- Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam 

suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-

masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya 

konstruksi. 

- Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh 

pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak 

diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan 

yang masih dalam proses pengerjaan. 

Penyajian dan Pengungkapan: 

- Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset tetap. 

- Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan 

pada akhir periode akuntansi: 

a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka 

waktu penyelesaiannya; 

b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya; 

c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar; 

d. Uang muka kerja yang diberikan; 

e. Retensi. 

f. Apabila Kontruksi Dalam Pengerjaan tidak dilanjutkan (dihentikan sementara atau 

akan dihentikan permanen) harus diungkapkan dalam CaLK. Jika penanggung jawab 

aset (dalam hal ini adalah gubernur) mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan 

pembangunan tersebut secara permanen, maka harus diterbitkan surat keputusan 

gubernur terkait penghapusan Kontruksi Dalam Pengerjaan. 
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Akuntansi Dana Cadangan 

Definisi: 

- Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang 

memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 

Klasifikasi: 

- Dana Cadangan diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Dana Cadangan 

KodeRek

ening 

 

UraianAkun 

Kewenangan 

SKPA PPKA 

1.4.1.01 Dana Cadangan Dana Cadangan Pembangunan Jembatan - √ 

Dana Cadangan Pembangunan Gedung - √ 

Dana Cadangan Pembangunan Waduk - √ 

Dana CadanganPenyelenggaraanPilkada - √ 

Dana CadanganPenyelenggaraanPekanOlahraga 

Nasional (PON) 

- √ 

Dst…. - √ 

b. Penerimaan hasil Pengelolaan Dana Cadangan. 

KodeRekening 
UraianAkun 

Kewenangan 

SKPA PPKA 
LRA LO 

4.1.4.03 8.1.4.0

3 

PenerimaanJasa Giro PenerimaanJasa Giro Dana 

Cadangan…. 

√* √ 

4.1.4.04 8.1.4.0

4 

PendapatanBunga PendapatanBungaDeposito …….  √* √ 

Pengakuan: 

- Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Umum Aceh 

ke Rekening Dana Cadangan yang ditandai dengan dikeluarkannya SP2D. 

- Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Qanun Aceh yang didalamnya mencakup: 

a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; 

b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; 

c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke 

rekening dana cadangan dalam  bentuk rekening tersendiri; 

d. Sumber dana cadangan; dan 

e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. 

- Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.  

- Pencairan Dana Cadangan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan.  

- Penggunaan Dana Cadangan dianggarkan pada program kegiatan yang sudah direncanakan 

dalam Qanun Aceh. 

Pengukuran: 

- Pembentukan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal. 
- Pencairan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal. 

- Hasil pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal. 
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Penyajian dan Pengungkapan: 

- Dana Cadangan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset. 

- Penerimaan hasil pengelolaan dana cadangan berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai 

penambah dana cadangan dan dikapitalisasi ke dana cadangan.  

- Penerimaan hasil pengelolaan dana cadangan dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos 

Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah- jasa giro/bunga dana cadangan, dan dicatat 

sebagai Pendapatan-LO dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah-jasa 

giro/bunga dana cadangan. 

Akuntansi Aset Lainnya 

Definisi: 

- Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Aceh yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai 

aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. 

 

Klasifikasi: 

- Aset Lainnya diklasifikasikan sebagai berikut: 

KodeRekeni

ng 
UraianAkun 

Kewenangan 

SKPA PPKA 

1.5.1 TagihanJangkaPanjan

g 

TagihanPenjualanAngsuran √ √ 

TuntutanGantiKerugian Daerah √ √ 

1.5.2 KemitraandenganPih

akKetiga 

Sewa √ √ 

KerjasamaPemanfaatan √ √ 

BangunGunaSerah √ √ 

BangunSerahGuna √ √ 

1.5.3 AsetTidakBerwujud Goodwill √ - 

LisensidanFrenchise √ - 

HakCipta √ - 

Paten √ - 

AsetTidakBerwujudLainnya √ - 

AkumulasiAmortisasiAsetTidakBerwujud √ - 

1.5.4 Aset Lain-lain Aset Lain-Lain √ √ 

Pengakuan: 

- Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang 

khas, yaitu sebagai berikut: 

a. Tagihan Jangka Panjang 

1) Tagihan Penjualan Angsuran 

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari 

penjualan aset Pemerintah Aceh secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah. 

Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan dinas 

dan penjualan rumah golongan III. 

2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah 

Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang 

yang harus dikembalikan kepada Pemerintah Aceh oleh seseorang atau badan 

yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 
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Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu 

berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K). 

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga 

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, 

Pemerintah Aceh diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan 

prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini 

dapat berupa: 

1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa 

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian 

kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap 

menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa. 

2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) 

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak 

lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah 

dan sumber pembiayaan lainnya. KSP diakui pada saat terjadi perjanjian 

kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap 

menjadi aset lainnya-KSP. 

c. Aset Tidak Berwujud (ATB) 

Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud 

fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh. Aset ini 

sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi 

penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar 

entitas. Aset tak berwujud terdiri atas: 

1) Software 

Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak 

istimewa/eksklusif atas software berkenaan. 

2) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang 

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah 

suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau 

sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. 

3) Aset Tak Berwujud Lainnya 

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat 

dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada. 

4) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan 

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh 

secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran 

atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi 

seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan 

tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud 

dalam pengerjaan (intangible asset – work in progress), dan setelah pekerjaan 

selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang 

bersangkutan. 

d. Aset Lain-Lain 

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah 

direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, 

usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses 

pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). 
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Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan 

direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain. 

Pengukuran: 

- Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara 

penjualan aset yang bersangkutan. 

- Kemitraan dengan Pihak Ketiga 

a. Sewa 

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset  yang 

bersangkutan. 

b. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) 

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau 

nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji. 

- Aset Tidak Berwujud 

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas 

Pemerintah Aceh untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan 

dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang 

melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Aceh 

tersebut. 

- Aset Lain-lain 

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang 

dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Aceh direklasifikasi ke 

dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya. 

Amortisasi: 

- Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang 

memiliki masa manfaat tak terbatas. 

- Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus. 

- Amortisasi dilakukan setiap akhir periode. 

Penyajian dan Pengungkapan: 

- Aset Lainnya disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset lainnya. 

- Pengungkapan Aset Lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya 

harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut: 

a.   Besaran dan rincian aset lainnya; 

b.   Kebijakan amortisasi atas aset tidak berwujud; 

c.   Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO); 

d.   Informasi lainnya yang penting. 

 Akuntansi Kewajiban 

Definisi: 

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya 

mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Aceh. Kewajiban 

Pemerintah Aceh dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, 

perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, 

alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. 

Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas 

kontrak atau peraturan perundang-undangan. 
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Klasifikasi: 

- Kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut: 

KodeReke

ning 
UraianAkun 

Kewenangan 

SKPA PPKA 

2.1 KewajibanJangkaPendek   

2.1.1 UtangPerhitunganFihakKetiga (PFK) √ - 

2.1.2 UtangBunga √* √ 

2.1.3 BagianLancarUtangJangkaPanjang √* √ 

2.1.4 PendapatanDiterimaDimuka √ - 

2.1.5 UtangBelanja √ √ 

2.1.6 UtangJangkaPendekLainnya √ √ 

2.2 KewajibanJangkaPanjang   

2.2.1 UtangDalamNegeri - √ 

2.2.2 UtangJangkaPanjangLainnya - √ 

- Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu 

kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. 

- Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 

paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. 

Pengakuan: 

- Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa 

depan timbul.  

- Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan 

dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan 

atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. 

- Dalam kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Aceh, kewajiban diakui ketika 

Pemerintah Aceh berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai 

akibat adanya interaksi Pemerintah Aceh dan lingkungannya, misal ganti rugi atas 

kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah Aceh. 

- Dalam kejadian yang diakui Pemerintah Aceh, kewajiban diakui ketika Pemerintah Aceh 

memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan 

pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal 

Pemerintah Aceh memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di 

masa depan. 

- Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang dinyatakan lebih salur dalam suatu 

ketetapan perundangan penyaluran alokasinya belum dapat diakui sebagai kewajiban atau 

utang Pemerintah Aceh apabila dalam ketetapan tersebut tidak jelas dinyatakan sebagai 

transaksi utang-piutang. 

- Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang dinyatakan lebih salur dapat diakui 

sebagai kewajiban atau utang Pemerintah Aceh apabila Pemerintah Pusat mengakuinya 

serta menerbitkan suatu dokumen yang sah dan dicatat pada Laporan Keuangan 

Pemerintah Pusat. 

Pengukuran: 

- Kewajiban Pemerintah Aceh dicatat sebesar nilai nominalnya. Kewajiban dalam bentuk 

mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs 

tengah bank sentral pada tanggal neraca. 
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- Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek Pemerintah Aceh dijabarkan sebagai 

berikut: 

a. Utang Kepada Pihak Ketiga (Account Payable) 

1) Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika Pemerintah Aceh menerima hak atas 

barang atau jasa, maka pada saat itu Pemerintah Aceh mengakui kewajiban atas 

jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. 

2) Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus 

dipisahkan dengan kewajiban kepada unit non pemerintahan. 

b. Utang Transfer 

Utang transfer adalah kewajiban Pemerintah Aceh untuk melakukan pembayaran 

kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer 

diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

c. Utang Bunga (Accrued Interest) 

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan 

diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang 

berkaitan. 

d. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 

1) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dicatat sebesar saldo pungutan/potongan 

yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode. 

2) Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan Pemerintah Aceh  harus 

diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang  

dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan bila masih terdapat saldo 

pungutan/potongan yang belum disetor kepada pihak lain, maka jumlah saldo 

pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah 

yang masih harus disetorkan. 

e. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam 

waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. 

f. Kewajiban Lancar Lainnya (Other Current Liabilities) 

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang  tidak termasuk dalam 

kategori yang ada. Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan 

karakteristik masing-masing pos tersebut. 

Penyajian dan Pengungkapan: 

- Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang disajikan dalam neraca sebagai 

bagian dari kewajiban sesuai klasifikasi kewajiban. 

- Utang Pemerintah Aceh harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang 

untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya. 

Akuntansi Pendapatan 

Definisi: 

- Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Aceh yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam 

periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.  

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Aceh yang menambah 

Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak 
Pemerintah Aceh, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Aceh 
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Klasifikasi: 

- Pendapatan Asli Aceh (PAA). 

- Pendapatan Transfer. 

- Lain-lain Pendapatan Aceh yang Sah. 

Pengakuan: 

- Pendapatan-LO diakui pada saat: 

a. Timbulnya hak atas pendapatan (earned), yaitu:  

- timbulnya hak untuk menagih pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan 

perundang-undangan; atau 

- timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai 

diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

b. Adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, yaitu: 

- pada saat diterima pembayaran secara tunai (realized); atau 

- pada saat sumber daya ekonomi masih berupa piutang (realizable). 
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Kas Umum Aceh, sesuai ketentuan 

perundangan yang berlaku. 

- Pendapatan yang pembayarannya dilakukan di muka untuk memenuhi kewajiban selama 

beberapa periode ke depan, diakui sebagai Pendapatan-LO ketika periode yang 

bersangkutan telah terlalui. 

- Pendapatan Retribusi diakui sebagai Pendapatan-LO ketika pembayaran telah diterima. 

- Denda keterlambatan atas pekerjaan diakui sebagai realisasi Lain-lain Pendapatan Asli 

Aceh yang sah pada SKPA terkait. 

- Pendapatan Zakat diakui sebagai Pendapatan-LO ketika telah dilakukan penyetoran ke 

rekening Kas Umum Aceh. 

- Pendapatan-LRA yang tidak dianggarkan namun dilakukan penyetoran realisasinya, diakui 

sebagai realisasi pendapatan SKPA terkait sesuai klasifikasi pendapatan tersebut. 

- Pendapatan-LRA yang tidak diketahui sumber dan klasifikasinya diakui sebagai realisasi 

pada jenis Pendapatan Lainnya, kelompok Lain-lain Pendapatan Aceh yang Sah, objek 

Pendapatan Aceh Lainnya pada PPKA. 

- Pendapatan-LRA dari pengembalian belanja tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai 

realisasi pada jenis Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah, objek Pendapatan Lain-lain. 

- Pendapatan diakui sebagai Pendapatan-LO sekaligus diakui sebagai Pendapatan-LRA 

apabila dalam proses transaksi pendapatan tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan 

hak pendapatan dan penerimaan kas.  

- Pendapatan pada Bendahara Penerima yang belum disetor ke rekening Kas Umum Aceh 

dikategorikan sebagai pendapatan diterima dimuka. 

Pengukuran: 

- Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan 

penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan 

pengeluaran). 

- Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan 

pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan 

pengeluaran). 

Penyajian Dan Pengungkapan: 

- Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional berdasarkan jenis Pendapatan-LO 

sesuai klasifikasi dalam pendapatan. 
- Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis 

Pendapatan-LRA sesuai klasifikasi dalam pendapatan. 
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Akuntansi Beban dan Belanja 

Definisi: 

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang 

menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya 

kewajiban. Beban merupakan kewajiban Pemerintah Aceh yang diakui sebagai pengurang 

nilai kekayaan bersih. 

- Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Aceh yang mengurangi 

Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan 

diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Aceh. 

Klasifikasi: 

- Beban diklasifikasikan sebagai berikut: 

Kode Rekening 
Uraian Akun 

Kewenangan 

LRA LO SKPA PPKA 

- 9.1 Beban Operasi – LO   

- 9.1.1 Beban Pegawai √ - 

- 9.1.2 Beban Barang dan Jasa √ - 

- 9.1.3 Beban Bunga - √ 

- 9.1.4 Beban Subsidi - √ 

- 9.1.5 Beban Hibah (berupa uang) - √ 

- 9.1.5 Beban Hibah (berupa barang dan jasa) √ - 

- 9.1.6 Beban Bantuan Sosial (berupa uang) - √ 

- 9.1.6 Beban Bantuan Sosial (berupa barang dan Jasa) √ - 

- 9.1.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi √ - 

- 9.1.8 Beban Penyisihan Piutang √ - 

- 9.1.9 Beban Lain-Lain √ - 

- 9.2 Beban Transfer   

- 9.2.1 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah - √ 

- 9.2.2 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - √ 

- 9.2.3 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah 

Lainnya 

- √ 

- 9.2.4 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa - √ 

- 9.2.5 Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya - √ 

- 9.2.6 Beban Transfer Dana Otonomi Khusus - √ 

- 9.3 Defisit Non Operasional   

- 9.3.1 Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO - √ 

- 9.3.2 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO - √ 

- 9.3.3 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO - √ 

- 9.4 Beban Luar Biasa   

- 9.4.1 Beban Luar Biasa - √ 
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- Belanja diklasifikasikan sebagai berikut: 

Kode Rekening 
Uraian Akun 

Kewenangan 

LRA LO SKPA PPKA 

5.1 - Belanja Operasi   

5.1.1 - Belanja Pegawai √ - 

5.1.2 - Belanja Barang √ - 

5.1.3 - Bunga - √ 

5.1.4 - Subsidi - √ 

5.1.5 - Hibah (berupa uang) - √ 

5.1.5 - Hibah (berupa barang dan jasa) √ - 

5.1.6 - Bantuan Sosial (berupa uang) - √ 

5.1.6 - Bantuan Sosial (berupa barang dan jasa) √ - 

5.2 - Belanja Modal   

5.2.1 - Belanja Tanah √ - 

5.2.2 - Belanja Peralatan dan Mesin √ - 

5.2.3 - Belanja Gedung dan Bangunan √ - 

5.2.4 - Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan √ - 

5.2.5 - Belanja Aset tetap lainnya √ - 

5.3 - Belanja Tak Terduga   

5.3.1  Belanja Tak Terduga - √ 

Pengakuan: 

- Beban diakui pada saat: 

a. Timbulnya kewajiban, yaitu pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke 

Pemerintah Aceh tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Aceh. Contoh tagihan 

rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar. 

b. Terjadinya konsumsi aset, yaitu pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang 

tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan 

operasional Pemerintah Aceh. 

c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu pada saat penurunan 

nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. 

Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi. 

- Belanja diakui pada saat: 

a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Aceh untuk seluruh transaksi di 

SKPA dan PPKA setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUA. 

b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat 

pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran 

setelah diverifikasi oleh PPK-SKPA. 

c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan 

perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. 

- Pengakuan beban dapat menggunakan dua pendekatan yaitu: 

a. Metode pendekatan Beban 

Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui sebagai beban jika pembelian 

barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin. 

b. Metode pendekatan Aset 

Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui sebagai persediaan jika 

pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode 

anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga. 
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- Beban Pegawai diakui pada saat: 

a.  Diterbitkan SP2D (seperti beban gaji dan tunjangan yang pembayarannya melalui 

mekanisme LS);  

b. Ketika bukti pembayaran beban telah disahkan pengguna anggaran (seperti 

honorarium non PNS yang pembayarannnya melalui mekanisme UP/GU/TU). 

- Beban Barang dan Jasa diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah 

Terima ditandatangani. 

- Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. 

- Beban Hibah diakui pada saat NPHD dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja 

hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD 

karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah. 

- Beban Bantuan Sosial diakui bersamaan dengan penyaluran Belanja Bantuan Sosial, 

mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi 

atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. 

- Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun. 

- Beban Transfer diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban 

Pemerintah Aceh. 

Pengukuran: 

- Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan 

yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar. 

- Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (actual 
price) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah 

membentuk harga. 

- Belanja diukur sejumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Aceh dan 

atau rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto. 

Penyajian dan Pengungkapan: 

- Beban disajikan dalam Laporan Operasional berdasarkan jenis beban sesuai klasifikasi 

ekonomi (line item). 
- Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis belanja sesuai 

klasifikasi belanja. 

Akuntansi Transfer 

Definisi: 

- Transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain. 

Klasifikasi: 

- Transfer diklasifikasikan sebagai berikut: 

a.   Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota. 

b.   Transfer/Bantuan Keuangan. 

Pengakuan: 

- Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Aceh, ditandai 

dengan terbitnya SP2D. 

Pengukuran: 

- Transfer diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam 

dokumen pengeluaran yang sah. 
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Penyajian Dan Pengungkapan: 

- Transfer disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis transfer sesuai 

klasifikasi transfer. 

Akuntansi Pembiayaan  

Definisi: 

- Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Aceh, baik 

penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang 

dalam penganggaran dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus 

anggaran. 

- Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Aceh antara lain 

berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi 

perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, 

penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. 

- Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Aceh antara lain 

pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal Pemerintah Aceh, 

pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan 

pembentukan dana cadangan. 

- Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran 

pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. 

Klasifikasi: 

- Pembiayaan diklasifikasi sebagai berikut: 

a.    Penerimaan Pembiayaan 

b.    Pengeluaran Pembiayaan 

Pengakuan: 

- Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Aceh. 

- Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Aceh. 

- Entitas akuntansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

Daerah, pembiayaan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur 

mengenai Badan Layanan Umum Daerah. 

Pengukuran: 

- Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas 

yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang 

akan dikeluarkan. 

- Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah 

berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan. 

Penyajian dan Pengungkapan: 

- Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi 

Anggaran sesuai klasifikasi pembiayaan. 

AkuntansiKoreksiKesalahan 

Definisi: 

- Koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan secara akuntansi 

agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang 

seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai 
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dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau 

periode sebelumnya. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. 

Klasifikasi: 
- Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis: 

a. Kesalahantidakberulang; merupakankesalahan yang 
diharapkantidakakanterjadikembali. Kesalahaninidikelompokkankembalimenjadi 2 
(dua) jenis: 
1)   Kesalahantidakberulang yang terjadipadaperiodeberjalan; 
2)   Kesalahantidakberulang yang terjadipadaperiodesebelumnya. 

b. Kesalahanberulang; merupakankesalahan yang disebabkansifatalamiah (normal) 
darijenis-jenistransaksitertentu yang diperkirakanakanterjadisecaraberulang. 

Perlakuan: 
- Kesalahan tidak berulang 

a. Kesalahantidakberulang yang terjadipadaperiodeberjalan, baik yang 
mempengaruhiposisikasmaupun yang tidak, dilakukandenganpembetulanpadaakun 
yang bersangkutandalamperiodeberjalan. 

b. Kesalahantidakberulang yang 
terjadipadaperiodesebelumnyaKesalahanjenisinibisaterjadipadasaat yang berbeda, 
yakni yang 
terjadidalamperiodesebelumnyanamunlaporankeuanganperiodetersebutbelumditerbit
kandan yang 
terjadidalamperiodesebelumnyadanlaporankeuanganperiodetersebutsudahditerbitkan. 
Keduanyamemilikiperlakuanyang  berbeda. 

- Kesalahan berulang 
Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) 
dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. 
Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga 
perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. 

- Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi 
pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi 
Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan. 

- Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat 
terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi 
Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan. 

- Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas 
dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan. 


